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~ setelah tahun anggaran berakhir;

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
e NOMOR 16 TAHUN 2012 - -

. TENTANG - ;
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
* PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

'TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS, |
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang- Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005

~ tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan. APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksUd

pada huruf a perlu ditetapkan ~ dengan Peraturan Daerah tentang
" Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Kabupaten Bengkalis  Tahun

Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 12 ;Tahun 1956 tentang Pem‘bentukanrDaerah Otonom 7
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran -
Negara Republik Indonesia T: ahun 1956 Nomor 25); ' :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569); - : , A

Uhdang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

" dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ,Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara -~ (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tehiang Perbendaharaan Negara_k (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Negara Republik

Indonesia Nomor4355);r S :

Undang-Unkdan_g Nomor 15 Tahun_ 2004 tentang Pemériksénaan Pengelolaan dan '
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia‘Nomor 4400);




32 Tahun 2004 tentang. Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem Perencanaan Pembangunan ,
' Nasmnal (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan L

Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor 4421)

Undang Undang Nomor - 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembarank :

Negara Republik IndoneSIa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republlk Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

'Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

" Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndoneSIa Nomor -

10.

11,

12.

4438)

‘Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah'
(Lembaran Negara Republik Indonela Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran‘ e

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049)

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 823 Tambahan-
Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 5234)

Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler ‘dan
Keuangan Pimpinan- dan Anggota Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

|  Republik Indonsia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

13.
14,
15.
16.
17, F

18. F

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah:
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler. dan- Keuangan Pimpinan dan

_‘Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun o
12005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

"Layanan Umum- (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4502)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 ‘Tahun 2005 tentang Plnjaman Daerah (Lembaran -
Negara Repubhk lndonesua Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara‘
Repubhk Indonesia Nomor 4574 ) : . ¥

Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perlmbangan (Lembarén

Negara Repubhk Indonesia. Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Repubhk_

lndonesna Nomor 4575)

Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem lnformas1 Keuangan

,Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4576)

Peraturan Pemerintah- Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negarar ‘
Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

_ Indonesna Nomor 4577)

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
(Lembaran Negara Republik IndoneSIa Tahun 2005 Nomor. 140, Tambahan Negara

- Repubhk Indonesna Nomor4578)




19, Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
‘ Penerapan Standar Pelayanan Mlnlmal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
' 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4585)

‘ 20 Peraturan Pemenntah ‘Nomor 79 Tahun 2005 tentang’Pedoman Pemblnaan dan

~ _pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran

Negara Republik IndoneSIa Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesna Nomor4593) RS :

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
: InstanSI Pemerintah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone5|a Nomor 4614); ‘

22, vP,eraturan Pemerlntah Nomor 38 Tah‘un 2007 tentang Pembagian Urusan
' Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesna Tahun 2007 Nomor 82,
E Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

23. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan o
'Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen :
R Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
‘ Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- 24, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 ‘Tahun 2008 tentang "
‘_Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan Daerah Kabupaten Bengkalls (Lembaran_v
. Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 07) o - -

25 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2009‘ A
Nomor 03); ‘ S ;

26. 'Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs ‘Nomor 01. Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 01) ' L

o7 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 06 “Tahun 2011 tentang Perubahan
L Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran; “
. 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2011 Nomor 06) ‘ o

i Dengan PersetUJuan Bersama . : ’
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
~dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : - - PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS' TENTANG - .
' i ' * PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

- 'DAN . BELANJA DAERAH - KABUPATEN BENGKALIS TAHUN; o
ANGGARAN 2011 :

. . - . L A R AR B R B "




Pasal 1

‘ (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Iaporan keuangan memuat
a. Laporan reahsasn anggaran \ « :
b. Neraca L
C. Laporan arus kas dan
-~ d. Catatan atas Iaporan keuangan | : ] R
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllampm dengan laporan klnerja dan |
lkhtlsar laporan keuangan badan usaha ml|lk daerah/perusahaan daerah

B g e o . PasalZ

I L
Laporan reahsasn anggaran sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011

o sebaga| berikut :

a. Pendapatan, Rp.3.502.942.381,578,45

b. Belanja o Rp.2.704.277.607.479,15 S .
Sk Surplus/ Defisit . Rp.798.664.774.099,30
“C. QPemblayaan j ; B L ST
- Penerimaan . Rp.1.155.079.961.889,71

- Pengeluaran Rp. 319.617.689.679.57 e
‘ Surplus/ DeﬂSIt S  Rp.835.462272.210,14
o . = T Pasal3

»Uralan Iaporan reallsa3| anggaran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 sebagal berlkut

(1) Se|ISIh anggaran dengan reahsasn pendapatan sejumlah (Rp 848. 068 809 410 47) dengan
o nncuan sebagai benkut b ‘ N
o a Anggaran pendapatan setelah perubahan  Rp.2. 654 873 572. 167 98 ‘
b. Realisasi . e Rp.3.502.942.381.578.,45
. Selisih: Ieblh/(kurang) SRR (Rp. 848.068.809.410,47) :
(2) SeIISIh anggaran dengan reahsasu belanja sejumlah Rp 786 313 926 848 54 dengan rnncuan
: sebagal berikut : R 0 -
a. Anggaran belanja setelah perubahan v Rp 3 490.591.534. 327 69

b. ReallsaSI o - Ll Rp.2.704.277.607.479, 16
1 Selisih: Ieblh/(kurang) R s Rp -786. 313 926 848 54

(3) SeIISIh anggaran dengan reallsa3| surplus/def|5|t sejumlah (Rp 1 634 382 736.259 01) dengan

nnman sebagai berikut : ,
a. Surplus/def isit setelah perubahan ~ . Rp. (835 717.962. 159 1)
- b.Realisasi ~ Rp._798.664.774.099,30
) | Sehsm Ieblh/(kurang) (Rp 1 634 382 736 259 01)

(4) Sehsnh anggaran dengan reallsaSI penerlmaan pemb|ayaan sejumlah Rp 260 000 270 00
dengan rincian sebagai berikut : : :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan ‘ '
e setelah perubahan e Rp1 155 339.962. 159 71
b Reahsasn b e Rp1 155 079.961.889,71
' ‘ ~ Selisih Iebih/(kurahg) ‘Rp.  260.000.270,00




o

(5) Selisih anggaran dengan reahsasn pengeluaran pemblayaan sejumlah Rp4310 320 43

; dengan rincian sebagal berikut:
-a. Anggaran pengeluaran pemblayaan S R TR PR 5
: setelah perubahan .= o “Rp. 319.622.000.000,00

b. ReallsaS| . .. Rp. 319617.689.679,57
‘ Sellsm Ieblh/(kurang) Rp. 7 4.310.320,43

- (6) - Sellsm anggaran dengan reahsasu pemblayaan neto sejumlah Rp 255. 689 949, 57 dengan,,

‘ r|nC|an sebagai berlkut -
a. Anggaran pemblayaan neto setelah perubahan Rp -835. 717 962. 159 71
_b. Realisasi =~ e 'Rp. 835.462.272.210,14
: " SellSIh Ieblh/(kurang) : Rp. .~ 255.689.949,57

X :  | benkut

Pasal4
' ’Neraca sebagalmana dlmaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagal |
a. Jumiah aset e  Rp.11.280.041.924 547,80
~b. Jum_lah kewajban . Rp. 17.153.830.427,19

 c.Jumlah ekuitasdana Rp 11.262.888.094.120, 60.

o
o
s

Pasal 5 :

. Laporan arus kas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhlr sampal
: dengan 31 Desember tahun 2011 sebaga| benkut SR CU

a. Saldo kas awal per 1 Januarl tahun 2011 - Rp 1 155. 340 225 032 71

. b. Arus kas dari aktnvntas operasn e e "Rp.1 .570.500.156. 793 45
c. Arus kas dari aktmtas investasi non- keuangan o (Rp 771. 835.382. 694 A5)
- d. Arus kas dari aktivitas pemblayaan R ~ (Rp. 319.617.689. 679 57) -
e Arus kas dari aktlwtas non anggaran - - . "Rp..13.403. 903 509,00 -
f. Saldo kas akhlr per 31 Desember tahun 2011 " Rp.1 .644.489.235.607 44 -
Pasal 6

| Catatan atas Iaporan keuangan sebagalmana dlmaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011‘ :
'memuat informasi balk secara kuant|tat|f maupun kuahtatlf atas pos pos laporan keuangan

Pasal 7"

, vPertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagalmana dlmaksud pada Pasal 1 tercantum dalam' , |
‘Lamplran Peraturan: Daerah ini, terdiri dari : T ’ : ~ : -

. a Lamplranl : Laporan reallsaSI anggaran f : ' e
‘ fLamplranI1 : - Ringkasan Iaporan realisasi - anggaran menurut urusan pemerlntah :
i - daerah dan organisasi; .
Lamplran|2 .t Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemenntahan

‘ daerah; organisasi, pendapatan belanja dan pemblayaan :
,‘Lamplranl3 1 ‘Rekapitulasi realisasi anggaran belanja ‘daerah . menurut urusan

i S R fjpemenntah daerah orgamsasn program dan keglatan

T




6

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Lampiran 1.5 . Daftar piutang daerah;
Lampiran 1.6 . Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran 1.7 . Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran 1.8 . Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran 1.9 . Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran .10 . Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran 1.11 . Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Lampiran I . Neraca
Lampiran Il . Laporan arus kas
Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan
Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam
Lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran oertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaskanaan APBD.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkalis
padatanggal 3Q OwBEr 20\2
IS,

(’U'H. HERTTYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 okwRER 20\%
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Drs. H. ASMARAN HASAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR (6



